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putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Jolek, 20 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan

Petani Karet, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Kampung Sekolaq Joleq,  Rt  005,  Kecamatan Sekloq Darat,

Kabupaten  Kutai  Barat,  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai

Penggugat,   

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 03 September 1976, agama Islam,

pekerjaan  Buruh  Bangunan,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal

Di Kampung Sekolaq Joleq, Rt 005, Kecamatan Sekloq Darat,

Kabupaten  Kutai  Barat,  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Namun

Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti

Di Wilayah Republik Indonesia sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonannya  tanggal  03  Agustus

2021  telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  105/Pdt.G/2021/PA.Sdw,

tanggal 03 Agustus 2021,  dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah,

menikah pada tanggal 2 Februari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:  Xxxxx  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Barong  Tongkok,  Kabupaten  Kutai  Barat,  Provinsi  Kalimantan  Timur

tanggal15 Maret 2004;

2. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dengan  Tergugat  kumpul  baik

sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah kontrakan di Kampung

Tutung selama 2 tahun, terakhir tinggal di Kampung Sekolaq Joleq Rt. 05 di

rumah kediaman bersama;

3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat dalam status Janda dan Tergugat

dalam status Jejaka;

4. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Xxxxx,  umur 15 tahun (Tutung Bawah,  29 April  2006),  saat  ini

sedang dalam pengasuhan Tergugat;

b. Xxxxx, umur 7 tahun (Sendawar, 18 Mei 2014), saat ini sedang

dalam pengasuhan Tergugat;

5.  Bahwa,  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  mulai  terjadi  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  sering

meminum minuman keras dan pulang ke rumah marah marah tanpa ada

alasan dengan keadaan mabuk;

6. Bahwa, pada tanggal 21 Maret tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan

rumah kediaman bersama beserta  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat

tanpa  ada  memberitahu  Penggugat,  Penggugat  mengetahuinya  Tergugat

tidak ada di rumah sewaktu Penggugat pulang kerja, namun tidak pernah

kembali  dan  juga  tidak  pernah  memberi  kabar  keberadaannya  kepada

Penggugat sampai sekarang;

7. Bahwa,  pada  tahun  2018  Penggugat  berusaha  mencari  keberadaan

Tergugat namun tidak juga ditemukan, hingga kini keberadaannya dan tidak

diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
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9. Bahwa,  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  lagi  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik

bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  Penggugat  dengan

Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Sendawar cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat

(Xxxxx);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  untuk  pemeriksaan

perkara ini,  Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di

persidangan  dan  terhadap  panggilan  tersebut,  Penggugat  menghadap  ke

persidangan secara in persoon, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui

radio Suara Kubar, terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak menghadap ke

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu

kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap

dengan gugatannya. 
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Bahwa  perdamaian  melalui  jalur  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

sebagaimana  maksud  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  tahun  2016

tentang Mediasi, karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan.

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Barong

Tongkok,  Kabupaten  Kutai  Barat,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  Nomor  Xxxxx

tanggal 15 Maret 2004 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Bukti Saksi

Bahwa  selain  bukti  surat  tersebut,  Penggugat  juga  menghadirkan  2

orang saksi sebagai berikut: 

1. Xxxxx,  Tempat tanggal  lahir  Sekolaq Joneq 11 November 1980,  agama

Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Mengurus  rumah  tangga,  bertempat

tinggal di Sekolaq Joleq RT 5 Kampung Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq

Darat, Kabupaten Kutai Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

karena  saksi  adalah  Kakak  kandung  Penggugat  dan  tingggal

bersebelahan dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat adalah pasangan suami

isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2004. 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di Kampung Sekolaq Joleq Rt. 05.

- Bahwa dari  pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

telah dikaruniai 2 (dua)  orang anak.

- Bahwa sejak tahun 2016 saksi sering melihat Penggugat

dan  Tergugat  bertengkar,  disebabkan  Tergugat  sering  meminum

minuman keras.
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- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat mabuk sampai

tidak sadar diri.

- Bahwa  tahun  2017  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah

kediaman bersama beserta kedua anak Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa  semenjak  kepergiannya,   Tergugat  tidak  pernah

kembali dan juga tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada

Penggugat sampai sekarang.

- Bahwa pada tahun 2018 saksi  dan Penggugat  berusaha

mencari keberadaan Tergugat namun tidak juga ditemukan.

- Bahwa  keluarga  sudah  menasihati  Penggugat  untuk

menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Xxxxx,  Tempat  tanggal  lahir  Sebulu  22  Juli  1990,  agama  Katholik,

pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga,  bertempat tinggal  di

Sekolaq Joleq RT 5 Kampung Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat,

Kabupaten  Kutai  Barat,  saksi  tersebut  telah  memberikan  keterangan  di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat

karena saksi adalah Adik kandung Penggugat dan tingggal dibelakang

rumah Penggugat.

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat adalah pasangan suami

isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2004. 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di Kampung Sekolaq Joleq Rt. 05.

- Bahwa dari  pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat

telah dikaruniai 2 (dua)  orang anak.

- Bahwa sejak tahun 2016 saksi sering melihat Penggugat

dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan

karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka memukul Penggugat

karena hal yang sepele.

- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat mabuk sampai

tidak sadar diri.
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- Bahwa  tahun  2017  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah

kediaman bersama beserta kedua anak Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa  semenjak  kepergiannya,   Tergugat  tidak  pernah

kembali dan juga tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada

Penggugat sampai sekarang.

- Bahwa pada tahun 2018 saksi  dan Penggugat  berusaha

mencari keberadaan Tergugat namun tidak juga ditemukan.

- Bahwa  keluarga  sudah  menasihati  Penggugat  untuk

menunggu Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mencukupkan  alat  buktinya  dan

mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dengan  Tergugat dan mohon  putusan;

Bahwa  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  sehingga  kesimpulannya

tidak dapat didengar.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa Penggugat  dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  telah  melangsungkan

perkawinan secara  Islam pada  2  Februari  2004,  yang dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten

Kutai  Kutai  Barat,   oleh  karena  itu  berdasarkan  Pasal  49  Undang-undang

Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang  Peradilan  Agama  dan  berdasarkan  asas  personalitas  keislaman,

Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (persona

standy in Yudicio) sehingga memiliki legal standing dalam perkara aquo.
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Menimbang,  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.) dan perkara a quo

merupakan  perkara  perceraian,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  40  dan

Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,

maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat,  ternyata

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar,

maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  perubahan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam),

pemeriksaan  perkara  a  quo menjadi  kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama

Sendawar.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu panggilan

tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  27  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 tentang Perkawinan  juncto Buku II Pedoman Pelaksana Tugas

dan  Adminstrasi  Peradilan  yang  merupakan  Keputusan  Ketua  Mahkamah

Agung  R.I.  Nomor  KMA/032/SK/IV/2006  tanggal  4  April  2006  tentang

Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan,

dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

hadir menghadap ke persidangan secara in persoon sedangkan Tergugat tidak

pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan

ketidak  hadiran  tersebut  bukan  karena  suatu  alasan  yang  sah,  dengan

demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat

memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).
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Menimbang,  bahwa  perdamaian  melalui  proses  mediasi,  tidak  dapat

dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga

telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang

Mediasi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg.  juncto

Pasal  82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat,  dengan cara menasihati  Penggugat

akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penggugat  mohon  kepada

Pengadilan  agar  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  terhadap

Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa semula rumah

tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun namun sejak bulan

Juli  tahun  2016  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  terjadi

pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras dan

pulang ke rumah marah marah tanpa ada alasan dengan keadaan mabuk dan

pada  tanggal  21  Maret  tahun  2017,  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah

kediaman bersama beserta kedua anak Penggugat  dan Tergugat tanpa ada

memberitahu  Penggugat,  Penggugat  mengetahuinya  Tergugat  tidak  ada  di

rumah sewaktu Penggugat pulang kerja, namun tidak pernah kembali dan juga

tidak  pernah  memberi  kabar  keberadaannya  kepada  Penggugat  sampai

sekarang.

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan pasal  149 ayat  (1)  RBg.

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan

kesempatan  kepada  Penggugat  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil

gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi:

Menimbang,  bahwa  bukti  P.  merupakan  fotokopi  buku  nikah  yang

dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  berdasarkan  undang-undang  dan
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telah  bermaterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan mengenai  pernikahan Penggugat  dengan Tergugat  yang terjadi

pada  tanggal  2  Februari  2004,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok,  Kabupaten Kutai  Barat,

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta

otentik  yang mempunyai  nilai  pembuktian sempurna (volledig)  dan mengikat

(bindende),  sehingga terbukti  bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami

istri.

Menimbang,  bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  gugatan Penggugat,

tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi  yaitu Xxxxx  dan Xxxxx:

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  di  persidangan  telah

dewasa  dan  bersumpah  menurut  tatacara  agamanya  dan  keterangannya

mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  syarat

material  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171,  172  dan  175  R.Bg.,

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah

fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308  R.Bg.  dan  telah  bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain

sebagaimana  ketentuan  Pasal  309  R.Bg.,  sehingga  keterangan  saksi-saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan

para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Bahwa  antara  Penggugat dengan  Tergugat telah  terikat  dalam

perkawinan  yang  sah   sejak  tanggal  2  Februari  2004  di  Kecamatan

Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.
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2.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  di

Kampung Sekolaq Joleq Rt. 05.

3.

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

2 (dua)  orang anak.

4.

Bahwa tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi

pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  sering  meminum  minuman

keras.

5.

Bahwa  tahun  2017  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman

bersama beserta kedua anak Penggugat dan Tergugat.

6.

Bahwa semenjak kepergiannya,  Tergugat tidak pernah kembali dan juga

tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat sampai

sekarang.

7.

Bahwa  pada  tahun  2018  Penggugat  berusaha  mencari  keberadaan

Tergugat namun tidak juga ditemukan.

8.

Bahwa  keluarga  sudah  menasihati  Penggugat  untuk  menunggu

Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa  dalam  petitum angka  1  (satu),  Penggugat

memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa

ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan di

bawah ini.

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  sejak  bulan  Desember

2001  Penggugat  pergi  dari  rumah  kediaman  bersama  karena  diusir  oleh

Tergugat dan keluarganya dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Melak

sehingga Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan
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Agama  Sendawar  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  terhadap

Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  Penggugat  yang  menyatakan

Tergugat  tidak  diketahui  lagi  keberadaannya  (gaib),  maka  Majelis  Hakim

sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fikih dalam Kitab Al-Anwar Juz

II halaman 55:

إنْ إتعَزَّزٍ تعَزَّزَ فإَ إثبْاَتهُُ جَازَ غيَبْةٍَ اوَْ توَاَرٍ اوَْ ب إالبْيَنّةَإ إ ب

Artinya: “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara

itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang

Nomor  16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup

alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan

pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo.  Pasal  116 huruf  f  Kompilasi  Hukum lslam (KHl)  menegaskan salah satu

alasan  perceraian  yaitu  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama,

adanya  alasan  telah  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus,  kedua,  perselisihan  dan  pertengkaran  menyebabkan  suami-istri

sudah tidak ada harapan untuk kembali  rukun,  dan  ketiga,  pengadilan telah

berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  sehingga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh,  telah

terjadi  perselisihan  dan pertengkaran   dalam  rumah tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sejak  tahun  tahun  2016  disebabkan  Tergugat  sering  meminum

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak lagi menjalin hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak

ada  lagi  kebahagiaan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  hal

tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan

pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut  telah

terpenuhi;

Menimbang,  bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah

tempat  tinggal  sejak  4  (empat)  tahun  yang  lalu  dan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  juga  sudah  tidak  menjalankan  hak  dan  kewajiban  masing-masing

sebagai  pasangan  suami-istri,  Majelis  Hakim merasa  perlu  mengedepankan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  379  K/AG/1995

tanggal  26  Maret  1997,  yang diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim,

yang menjelaskan  “Bahwa suami-istri  yang tidak  berdiam serumah lagi  dan

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,  maka rumah tangga tersebut

terbukti  telah  retak  dan  pecah”,  dengan  demikian  unsur  kedua  juga  telah

terpenuhi.

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  dalam  rangka  untuk

membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  serta  untuk  mewujudkan  rumah  tangga  yang

sakinah,  mawaddah dan  rahmah yang  diliputi  dengan  rasa  saling  cinta-

mencintai,  hormat-menghormati,  setia dan saling memberi  bantuan lahir  dan

batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman

Allah didalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

إليَهَََْا كنُوُا إ إتسَََْ كمُْ أزَْواَجًََا ل إهإ أنَْ خَلقََ لكَمُْ مإنْ أنَفُْسََإ ومَإنْ آياَت

إنّ فإي ذَۚوجََعَََلَ بيَنْكَمُْ مَََودَةًّ ورََحْمَََةً  ٍٰ إ إقَََومْ اَتٍ ل ََ َكَ لَي إَ ل

يتَفََكرُّونَ
Artinya: “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu istri-istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung dan
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merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”

Menimbang,  bahwa  dengan  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sebagaimana tersebut  di  atas,  maka Majelis  Hakim berkesimpulan

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik

atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi  dan

pecah (broken marriage), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak

saling  membutuhkan diantara  suami-istri  tersebut  sehingga sudah tidak  ada

rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah

penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat

Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang,  bahwa  dalam  setiap  persidangan  Majelis  Hakim  selalu

memberikan nasihat  kepada Penggugat  supaya rukun lagi  dengan Tergugat

namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan

Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah

berpisah  tempat  tinggal  dan  antara  suami-istri  tersebut  sudah  tidak

menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk

rukun  kembali,  maka  hal-hal  tersebut  harus  dihindari  dengan  cara

perkawinannya  di  putuskan  selaras  dengan  kaidah  fiqhiyah yang  berbunyi

sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya:  “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik

kemaslahatan”;
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Menimbang,  bahwa  perlu  juga  dikemukanan  hadits  nabi  yang

menegaskan Tidak“ لاضََرر ولاضََرار   boleh  memadharatkan  dan

dimadharatkan” dalam perkara  a quo,  Tergugat sebagai seorang suami tidak

boleh memberi  madharat kepada istrinya begitu  juga sebaliknya,  Penggugat

sebagai seorang istri tidak boleh memberi  madharat kepada suaminya, maka

menurut  pendapat  Majelis  Hakim  untuk  menghilang  kemadharatan  dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat  adalah dengan jalan perceraian, hal

tersebut  didasari  dengan  kaidah  fiqhiyah yang  berbunyi لالضرر يََزا 
“Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  perlu

mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi  Mahkamah

Agung  Republik  Indonesia  Nomor  44.K/AG/1998  tanggal  19  Februari  1999,

yang  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim,  yang  berbunyi,  “Bahwa

bilamana antara  suami-istri  telah  terbukti  dalam pemeriksaan  di  Pengadilan

Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya

Majelis  Hakim  merukunkan  kembali  para  pihak  yang  bersengketa  sebagai

suami-istri,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian

dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai

mana  tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  sudah

terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra Tergugat  terhadap

Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) a

quo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah

menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
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Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum angka  3  (tiga),  oleh  karena

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal

89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dan

ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  terakhir  dirubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  semua  biaya  yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  serta

hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu  Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap

Penggugat (Xxxxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp390.000,00  (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).  

Demikian  diputuskan  dalam  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Sendawar  pada  hari  Senin  tanggal  6  Desember  2021

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  2  Jumadil Awal 1443  Hijriah,  oleh  kami

Samsul Bahri, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika,S.H.I.,

M.S.I.  dan  Khoiro  Aulit  Taufiqo,  S.H.I.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh  Suhaimi  Rahman,  S.H.I.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota Hakim Anggota
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Nova Choiruddin Mahardika,S.H.I., M.S.I. Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

3. Biaya PNBP Rp. 20.000,00

4. Biaya Panggilan Rp. 270.000,00

5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai Rp.   10.000,00

Jumlah Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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